
PERA7URAN %ALIKOTA MATA~ M
NOMOR ' 90 7AHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAKABAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATA~

DENGAN ~ M AT TUHAN YANG MAHA EBA

WALIKOTA M ATA~M ,

bahwa pengawasan i i.ntcrn Pexnerintah m.erupakan salah
satu uxlsur IQRI18JcIQcQ Pcmcrlntahan yang pcn t lxlg d81am
I'RQgkR mc~ ) u d k a n p c m cr ln tahan yaxlg bRlk'
bahwR untuk me~ ) u d kan pcngRwRsan 1Qtcrn Pcmerlntah
yang ekonomls e fektlf d a n efislen d l pandang p e r lu
menyusuQ P c d ioman U mum PC Qg8was8'Q y a n g
mcHJadl panduan bR gl pa ra A p a rRt P c ngRwRS Intern
Pemerintah Kota Mataram da lam melaksanakan Tugas­
tugas p e n g 8 wasan di l i n gkungan Pemerintah K ot a

bahwa bcrdasarkan pcs tlnlbang8xl scbagaimana dlmaksud
dalam huruf a dan huruf b, pexlu xnenetapkan Pexaturan
Walikota t e n tang P edoxnan U m u m Pengawasan di
Lingkungan Pemcrintah Kota M8taram

Undang-Undang Nolnor 4 Tah u xl 1993 tcx l t axlg
Pembentukan K o tamadys. Daerah T in gkat I I Ma~ ~
(Lcmbaran Neg8ra Republlk lndonesla Tahun I.993 Nomox.
66, Tambahan L embax an Negara, Republik I n d onesia
Nomor 3531)„.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t en ~ g
Penyclen~araan Negaxa yang B ebas 18,n B ersih
Korupsi, K o lu.si dan N e pot isxne ( I ,embaxan Negara
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 T a mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Uxldang-Undang Nomor 17 7ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republlk Ixldonesla Tahun 2003
Nomor 4 7 , Tamb M ~ Lembax an Ne g Rra. Republik
Indoxlesia Nomor 4286);

M at~ ~ .



U ndsng-Undang No mor I Tah u n 2004 te ntang
Perbendaharaan N agara (Lembaran N egara R epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
U ndang-Undang Nomor 15 Ta h un 2004 te ntang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tsnggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Ta mbahan Lembaran N egsra Republik
Indonesia Nomor 4400);
U ndang-Undang Nomor 23 Ta h un 2014 te ntang
Pemerintahan Da erah (L embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kal i t erakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 3 T ahun 2 014 t entang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 T ahun 2 005 t entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 0 T ahun 2 008 t entang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahsn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan P residen N omor 54 Ta hun 20 10 t entang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tshun 2015 tentang Perubahsn Keempat ates
Peraturan P residen N omor 54 Tahu n 20 10 t entang
Pengadaan Barang/Jasa P emerintah (Lembarsn Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

10. Peraturan M enteri Keuangan Nomor 4 1 /PMK.09/2010
Tahun 20 10 tentang S tander R eviu at es Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 T ahun 2008
tentang Pembentukan Susunan O rganisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daersh Kota Mataram
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah
beberapa kal i t erakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 8 Tshun 2013 tentang Perubahan kedua
ates Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun
2008 te n tang Pembentukan Susunan Or ganisasi
Perangkat Daerah kota Mataram (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2013 Nomor I Seri D);



13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor I
Seri E ) sebagaimana t elah d iubah d engan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 6 T ahun 2 014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014
Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TENTANG P EDOMAN UM UM
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN P EM ERINTAH KOTA
MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalsh kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan d aerah y ang m emimpin
pelaksanaan u ru san pemerintahsn ya n g me njadi
kewenangan daerah otonom.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Mataram.
5. I nspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
6. I nspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Mataram.
7. Pengawasan adslah metode, slat, kebijakan dan prosedur

yang d igunakan s uatu o rganisasi agar p elaksanaan
kegiatan utama sesuai dengan yang direncanakan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengawasan Intern adslah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain te rhadap penyelenggaraan tu gas d a n fu ngsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa k egiatan t elah d i laksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan ef isien un tu k ke pentingan pi mpinan da lam
mewujudkan tata kepemerintahan yang haik.

3. Walikota adslah Walikota Mataram.



9. Sistern Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh p impinan dan seluruh pegawai u n tuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui k egiatan y ang efekti f d an efisien,
keandalan pe laporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan k etaatan terhadap peraturan perundang­
undangan.

10. Sistern Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut SPIP adalah Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

II . Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukt i y ang d i lakukan secara i ndependen,
objektif dan profesional berdasarkan stander audit untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah.

12. Reviu a d alah p enelaahan u l ang b u k t i-bukt i s u atu
kegiatan u n tuk m emastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telsh ditetapkan.

13.Evaluasi adalah r angkaian kegjatan membandingkan
hasil a tau p restasi suatu k egiatan d engan stander,
rencana at a u no rma yang te lah ditetapkan da n
menentukan f aktor y ang mempengatuhi k eberhasilan
atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapsi tujuan.

14.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai t u juan yang
telah ditetapkan.

15. Kegiatan Pengawassn Lainnya adalah k egiatan y ang
berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan
dan pe latihan pe ngawasan, pe mbimbingan dan
konsultansi , pe ngelolaan ba si l pe ngawasan, dan
pemaparan basil pengawasan.

15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk
dengan t u gas m elaksanakan p engawasan i n tern di
lingkungan p emerintah p u sat da n / atau p emerintah
daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen,
Inspektorat/uni t pengawasan intern pada Kementerian
Negara, Inspektorat Uta ma/ Inspektorat Le mbaga
Pemerintah Non Dep artemen, Inspektorat/unit
pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi
Negara dan Lem baga Negara , Ins pektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan uni t pengawasan intern
pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



17. Auditor ad alah j a batan ya n g mencakup j a batan
fungsional au d itor ( J FA) da n ja batan fu ngsional
pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah
(JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional b idang pengawasan d i l i ngkungan Aparat
Pengawasan I n ternal Pemerintah m empunyai ru ang
lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melakukan pe ngawasan in t ernal pa d a ins tansi
p emerintah, le mbaga da n / atau pi hak la i n ya n g
didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangsn , y ang d iduduki o leh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban
yang d i berikan s ecara penu h ol eh pejabat ya ng
berwenang.

18. Audit i a dalah o rang a tau i n stansi p emerintah y ang

19. Tim Audi t adalah Auditor yang melaksanakan t ugas
p engawasan yang te rdir i da ri Pe ngendal i Mu t u ,
Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.

20. Pengendali Mutu adalah jabatan deism Tim Audit yang
diperankan oleh Auditor Utama dan Inspektur.

21. Ketua T i m a dalah j abatan d e ism T i m A u di t y ang
diperankan oleh Auditor Muda dengsn pangkat Penata
(III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) dan atau
jabatan Auditor Pertama yang diberi tugas limpah.

22. Pengendali Teknis adalah jabatan deism Tim Audit yang
diperankan oleh Auditor Madya dan/atau Pengawas
Pemerintah M adya d a n In spektur dengan p angkat
Pembina (IV/a) sampsi dengan Pembina Utama Muda
(IV/c) dan/atau Irban denan pangkat Pembina (IV/a)
ssampai dengsn Pembina Utama Muda (IV/c)

23.Anggota Tim adalah j abatan deism T i m A udi t y ang
diperankan o leh A uditor Pelaksana d engan p angkat
Pengatur (II/c) sampai dengan Auditor Pertama dengan
pangkat Penata Muda Tingkat I (III /b) dan atau jabatan
Auditor Muda.

diaudit oleh APIP.

BAB II
TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP

DAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN INTERNAL, STANDAR DAN KODE ETIK APIP

Bagian Kesatu
Tujuan Pengawasan Internal

Passl 2

Tujuan dilakukannya pengawasan internal adalah untuk:
a. memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah d i laksanakan sesuai dengan tolok u ku r y ang
telah d i tetapkan secara efekti f d s n e f isien u n tuk
k epentingan pi mpinan de ism mewujudksn ta t a
kepemerintahan yang baik;



b. memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif
ates terjadinya penyimpangan pelakssnaan program
atau kegiatan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi
dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Kedua
Sasaran Pengawasan Internal

Pasal 3

Sasaran Pengawasan Internal adalah:
a. laporan keuangan dan kinerja SKPD di l ingkungan

Pemerintah Daerah Kota Mataram;
b. keandalan SPIP;
c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
d. aktivitas operasional manajemen unit kerja /SKPD.

Pass! 4

(I) Laporan K euangan d a n Ki nerja S KPD s ebagaimana
dimaksud deism Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Iaporan keuangan pokok SKPD yang terdir i dari
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan ates
laporan keuangan dilakukan melalui reviu laporan
keuangan yan g bertujuan memberikan jaminan
yang t erbatas b ahwa t i dak t erdapat m odifikasi
secara substansi atau m aterial yang menjadikan
laporan k euangsn t i dak sesuai d engan s tander
akuntansi pemerintahan dan sistern pengendalian
yang memadai.

b. Iaporan akuntabilitas k inerja instansi pemerintah
dilakukan me lalu i ke giatan ev aluas la poran
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah unit kerja
baik t ingkat SKPD dan t ingkat Pemerintah Daerah
dan reviu at a s laporan ak untabilitas ki nerja
Pemerintah Daerah.

(2)Keandalan SPIP sebagaimana dimaksud deism Pasal 3
huruf b dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa SPIP yang d i terapkan p ada m asing­
masing unit kerja di l ingkungan Pemerintah Daerah telah
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

(3) Kepatuhan te rhadap p eraturan pe rundang-undangan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai
bahwa pelaksanaan semua program atau kegiatan yang
dilakukan oleh unit kerja telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(4)Aktivitas operasional ma najemen un i t ke r ja/SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a. aspek organisasi, meliputi tugas pokok, fungsi, dan
kewenangan m erupakan kegiatan un tuk
memperoleh keyakinan yan g memadai bahwa
program atau kegiatan yang ditetapkan pada obyek
yang diawasi sebagai implementasi dan perwujudan
tugas pokok dan fungsi dar i masing-masing unit
kerja yang diambil untuk mencapai visi dan misi
unit kerja.

b . aspek k euangan, y ang m eliput i ru p iah m u rn i ,
Pendapatan Nagara Bukan Pajak dan kerjasama
merupakan kegiatan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai bahwa pengelolaan keuangan dalam
pelaksanaan pr ogram at a u ke giatan pa da
obyek yang diawasi telah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

c. aspek sumber daya manusia, merupakan kegiatan
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
sumber daya manusia telah dikelola sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bahwa sumber daya manusia diberdayakan secara
efisien, efektif dan ekonomis d alam p elaksanaan
program atau kegiatan pada obyek yang diawasi.

d. sarana dan prasarana, merupakan kegiatan untuk
memperoleh keyakinan yang m emadai bahwa
sarana dan prasarana kerja telah d ikelola sesuai
d engan pe raturan pe r undang-undangan ya n g
berlaku dan digunakan untuk m endukung
pelaksanaan p rogram a tau k egiatan pads obyek
yang diawasi secara efisien, efektif dan ekonomis.

e . mekanisme k erja , merupakan kegiatan un t uk
memperoleh keyakinan yang m emadai bahwa
mekanisme ke r j a yang dit erapkan dal am
pelaksanaan program at a u ke giatan da pat
mewujudkan t u juan da n s asaran p rogram a tau
kegiatan obyek yang diawasi secsra efisien, efektif
dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang­
u ndangan yang ber laku se rta kebijakan ya ng
ditetapkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengawasan Internal

Pasal 5

Ruang l ingkup pengav assn internal yang di lakukan oleh
A PIP meliputi :

a. Kegiatan pengawasan yang memberikan keyakinan
[Assurance Activities), terdiri dari:

l . audit;
2. evaluasi;



3. reviu; dan
4. pemantauan.

b. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak
memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting),

1. konsultasi;
2. sosialisasi;
3. asistensi;
4. pendidikan dan pelatihan pengawassn; dan
5 . pengendalian gratiftkasi ba(d seluruh PNS d i

Lingkungan Pemerintah Daerah.

terdiri dari:

Pasal 6

( 1)Kegiatan audi t sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5
huruf a angka I meliputi:
a. audit keuangan;
b. audit kinerja; dan
c. audit dengan tujuan tertentu.

(2)Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a angka 2 antara lain:
a. evaluasi dan p enilaian a tas efektivitas proses tata

kelola;
b. evaluasi dan p enilaian a tas efektivitas manajemen

resiko;
c. evaluasi da n p enilaian a tas e fektivitas penerapan

sistern pengendalian intern;
d. evaluasi ates efektivitas suatu program;
e. evaluasi kelembagaan;
f. evaluasi kebijakan;
g. evaluasi strategi pelaksanaan kegiatan; dan
h. evaluasi a kuntabilitas k inerja i n stansi p emerintah

(AKIP).

( 3)Kegiatan reviu sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5
huruf a angka 3 antara lain:
a. reviu atas laporan keuangan;
b. reviu atas Sistern Pengendalian Intern Pemerintsh

(S PIP);
c. reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
d. reviu a tas u sulan r evisi y ang m engubah p lafon

e. reviu atas aspek keuangan tertentu;
f. r eviu aspek kinerja tertentu;
g. reviu periodik atas pengelolaan keuangan;
h. reviu atas aspek tertentu penyelenggaran

pemerintahan dan pembangunan; dan
i. r eviu atas hasil kajian pengawasan tertentu.

anggaran;



pengawasan;

(4) Kegiatan Pemantauan s ebagaimana d imaksud d e ism
Pasal 5 huruf a angka 4 antara lain:
a. pemantauan tindak laujut hasil pemeriksaan;
b. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
c. pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
d. pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
e. monitoring dana dekonsentrasi; dan
f. pemantauan persidangan perkara pidana.

(5)Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang t idak
memberikan penjaminan k u al itas (kegiatan consulting)
sebagaimana dimaksud deism Pasal 5 huruf b antara lain:
a. melakukan penyuluhan/sosialisasi di bid ang

b. memberikan konsultasi di bidang pengawasan;
c. melaksanakan bimb ingan tekn i s/asistensi/

pendampingan di bidang pengawasan;
d. melaksanakan bantuan teknis di bidang pengawasan;
e. melaksanakan pemetaan/ mapping di bid ang

f. melaksanakan pe nugasan penelitian di bidang
pengawasan;

g. mengompilasi laporan sekelompok obyek pengawasan
dan atau kegiatan yang sejenis;

h. penggujian t erhadap l aporan b erkala d an/atau
sewaktu-waktu dari unit / satuan kerja;

i. i nventarisasi fisik;
j. cek fisik;
k. mengumpulkan data dan/atau informasi intelijen non

keuangan;
1. mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan;
m. mengkaji s i stern pengendalian m anajemen obyek

pengawasan;
n. memaparkan hasil audi t (yang merupakan kegiatan

tersendiri bukan bagian dari penugasan audit);
o. menyusun modul d iklat, soal uj ian, dan mengoreksi

hasil ujian di bidang pengawasan;
p. penatausahaan persediaan/asset;
q. pengawasan terpadu peningkatan mutu sekolah;
r. pengawalan tes pengadaan CPNS, Gerakan Nasional

(Gernas);
s. pembahasan sebab terjadinya penyimpangan;
t. penyempurnaan/pengembangan database auditor;
u. pengawasan dan pendampingan uj ian tertulis dalam

proses pengadaan CPNS;
v. sosialisai penerapan SPIP;
w. pembinaan di bid an g pe ngawasan te rhadap

Satker/SKPD; dan
x. menyusun dan memutakhirkan data audit universe.

pengawasan;



(1)Audit Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Pasal 7

Ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. audi t keuangan merupakan a u di t at a s laporan

keuangan un t u k mem berikan opi n i se cara
independen, yang Deism penugasannya Auditor wajib
menggunakan Stander Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) s esuai ke tentuan pe raturan pe rundang­
undangan; dan

b. audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas
laporan keuangan bukan untuk memberiksn opini).

(2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud deism Pasal 6 Ayat
(1) huruf b merupakan audit atas pengelolaan keuangan
negara d a n p elakssnaan t u gas d a n f u ngsi i n stansi
pemerintah (SKPD) yang terdir i a tas aspek kehematan,
efisignsi, dan efektivitas, antara lain:
a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan

dana; dan
c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

(3)Sedangksn Audi t k inerja atas pelsksanaan tugas dan
fungsi merupakan Audit atas kegiatan pencapaian sasaran
dan tujuan, antara lain:
a. audit kepegawsian;
b. audit perencanaan;
c. audit pengelolaan barang milik negara;
d. audit pengadasn barang dan jasa;
e. audit pra kontrak atas pengadaan barang dan jasa;

f. audit lainnya.

(4)Audit d engan t u juan t ertentu sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c merupakan audit yang
tidak termasuk dalam audit k inerja. Audit dengan tujuan
tertentu antara lain:
a. audit investigatif;
b. audit atas penyelenggaraan SP(P Intansi/ SKPD; dan
c. audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

sorts

Pasal 8

(1) Audit t erhadap aspek k euangan t ertentu (audit a tes
laporan keusngan b u kan un tu k memberiksn opini)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b

a. audit a tas bagian dar i l aporan keuangan/ informasi
keuangan;

b. audit atas laporan pendapatan dan biaya;
c. audit atas laporan penerimasn dan pengeluaran kas;
d. audit ates laporan aktiva tetap, permintaan anggsran;
e. audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; dan

antara lain:

10



audit keuangan lainnya.

c

a

b

d f.

anggaran;

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud deism Pasal 7 ayat
(2) antara lain:

a udit dengan s asaran e k onomis, e f isiensi, da n
efektivitas, serta ketaatan pada Ppraturan;
post audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
audit k i nerja a tes p enyusunan d a n pe laksanaan

a udit k i nerja a tes p enerimaan, p enyaluran, d an
penggunaan dana;
audit kinerja ates pengelolaan asst dan kewajiban;
audit operasional; dan
value for money audit.

c

f.

b

d e

l .

g
h

o.

m

n.

P q. pengawasan;

g

(3) Audit dengan t u juan t ertentu sebagaimana d imaksud
deism Pasal 7 ayat (4) antara lain:

audit ketaatan (compliance audit);
audit investigatif;
audit ates tindak kecurangan/fraud audit;
audit ates kegiatan melawan hukum/Regal act audit;
mengumpulkan data dan/atau informasi Intelijen;
fraud au d i t / t(ega( act aud i t /audit ate s tin dak
kecurangan/KKN/audit fo rensik/audit in vestigatif
(sebagai kelanjutan sebelumnya);
memproses penyelesaian TPTGR;
melakukan audit ates berbagai indikasi pemborosan
(waste, abuse);
audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat
terkait dugaan penyimpangan pemeriksaan terhadap
kasus kehilsngan aset;
membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk
memberikan keterangan ahli/pendampingan
pemberian k eterangan ahl i d e ism p eradilan k asus
hasil pengawasan;
membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk
melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(Audit PKKN);
pemeriksaan dan pengecekan ates pengaduan kasus
dugaan penyimpangan
memberikan kesaksian deism peradilan kasus basil
pengawasan non keuangan seperti kasus perceraian,
indisipliner pegawai, dan kasus perselingkuhan;
audit ates kepegawaian;
audit ates pengelolaan aset;
mengkaji s i stern pengendalian m anajemen obyek

pengendalian intern t erhadap ketaatan hukum dan
peratursn a tes p r oses t ender, a k untansi , h i bah,
bantuan, dan kontrak;
audit ketaatan atas hukum dan peraturan;r.
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s. audit komprehensif ates aspek pengelolaan keuangan,
kepegawaian, dan asst;

t. a u dit penyesuaian harga;
u. audit klaim;
v. pe meriksasn serentak;
w. audit lingkungan;
x. audi t s osial : a u di t ba ntuan kegiatan ( m isalnya:

Bantuan Langsung Tunai/BLT);
y. audi t k h usus dalam r angka sersh t er ima j abatan

(sertijab)/alih jabatan;
z. p emeriksaan deism rangka berakhirnya masa jabatan

kepala daerah;
aa. audit ates catatan-catatan akuntansi intern (internal

accounting records);
ab.audit b u r i l , seperti : melaksanakan verifikasi, serta

penggujian dan penilsian dokumen;
ac.pemeriksaan b erkala, p emeriksaan s ewaktu-waktu

maupun pemeriksaan terpadu;
ad.audit teknologi informasi (information technology audit);
ae.audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan

instansi tertentu;
af.audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat ates

pengendalian intern orgsnisasi audit (an opinion on the
internal control in the chairitg);

ag.audit ates Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
ah.pemeriksaan pelaksanaan kebijakan;
si.pemeriksaan dokumen legalisasi data;
aj.pemeriksaan Penerimaan Negara Buksn Pajak (PNPB),

seperti visa on arrival; dan
ak.audit untuk tujuan tertentu lainnya seperti: telaah staf

atas penelaahan ususlan hukuman disiplin; keberatan
hukuman disiplin, dugaan KKN, atau penyalahgunaan
wewenang.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan Internal

Pasal 9

(1) Pengawasan Internal dilakukan oleh APIP yang terdiri dari
Inspektur dan Tim Audit.

(2)Tim Audit sebagaimana dimaksud pads ayat ( I ) terdiri
darl.'
a. pengendali mutu;
b. pengendali teknis;
c. ke tua t im; dan
d. anggota tim.

Pasal 10

(1)Tugas dan wewenang Inspektur sebagaimana dimaksud
deism Pasal 9 ayat (I) sntsra lain:
a. membentuk tim audit;

12



pengawasan.

b . menerbitkan su ra t tu gas b ag i t im au di t un t uk
melaksanakan tugasnya;

c. menandatsngani laporsn hasil pengawasan;
d. menyampaikan l aporan b asi l p engawasan kepada

Walikota dan pihak yang berkepentingan;
e. menyusun kebijakan Pengawasan;
f. mengarahkan pelaksanaan Pengawasan;
g. mereviu prosedur pelaksanaan Pengawassn.

(2)Tugas dan wewenang tim audit sebagaimana dimaksud
deism Pasal 9 ayat (2), yaitu:
a. Pengendali Mutu, yaitu:

1. menerima penugasan dari Inspektur;
2. membicarakan penugasan yang diterima dengan Tim

Audit;
3. membuat anggaran waktu pengawasan dan kartu

penugassn kegiatan pengawasan;
4. Kartu penugasan kegiatan pengawasan dibuat sesuai

Lampiran II;
5.Anggaran waktu pengawasan d i buat sesuai dengan

Lampiran III;
6. berkonsultasi a tau d iskusi dengan pemberi t ugas

tentang ha l -ha l ya n g me nyangkut masalah
pengawasan;

7. melaksanakan reviu dan membuat persetujuan atas
program kerja audit, reviu dan evaluasi;

B.melakukan supervisi t erhadap pelaksanaan t ugas
pengawasan;

9. melakukan reviu konsep laporan basil pengawasan;
dan

10.membuat laporan rekapitulasi pertanggung)awaban
penggunaan jam penugasan kegiatan pengawasan;

Jika t i dak t erdapat Pengendali M u tu , m ake sesuai
dengan peraturan yang berlaku dapat diperankan oleh
Pengendali Teknis.

b. Pengendali Teknis, yaitu:
1. membantu P engendali Mu t u de ism menyusun

anggaran w aktu p engawasan, k a rtu p enugasan
kegiatan P engawasan d a n la poran rekapitulasi
pertsnggung)awaban penggunasn j a m p enugasan
kegiatan pengawasan;

2. melaksanakan reviu program kerja audit, reviu dan
evaluasi; dan

3. mengawasi dsn mengarahkan pelaksanaan kegiatan

Jika t i dak t erdapat Pengendali Teknis m aka sesusi
dengan peraturan yang berlaku dapat diperankan oleh
Ketua Tim.

c. Ketua Tim, yaitu:
1. melaksanakan

penugasannya;
pengawasan sesus i den gan
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4 5

6

8. m
9 . m

d. Angg

mengumpulkan da n menganalisis da t a un t uk
menyusun program kerja;
membuat konsep program kerja audit , reviu dan
evaluasi;
memberi tugas kepada Anggota Tim;
mengawasi Anggota Tim;
melakukan p engawasan sesuai d engan p rogram
kerja dan menyusun kertas kerjanya;
melakukan Reviu atas kertas kerja yang dibuat oleh
Anggota Tim;

enyusun simpulan hasil pengawasan; dan
enyusun konsep laporan hasil pengawasan.

ota Tim, yaitu:
embicarakan dan menerima penugasan dari Ketua

T ln l ;
mempelajsri program kerja;
melaksanakan penugasan sesuai dengan program
kerja;
membuat kertas kerja; dan
membuat simpulan hasil pengawasan yang menjadi
tugasnya.

1. m

Bagian Kelima
Stander dan Kode Etik Pengawasan Internal APIP

Pass! 11

(1)Deism menjalankan tugasnya, APIP Inspektorat harus
berdasarkan pads Standar Audit APIP dan Kode Etik APIP.

(2) Ketentuan mengenai Standar Audit APIP dan Kode Etik
APIP d iatur s esuai k etentuan p eraturan p erundang­
undangan.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan in t ernal di l akukan
b eberapa tahapan yang meliput i :

b. pelaksanasn;
c. pelaporan; dan
d. sistern pengendalian dan kendali mutu.

melalui

a. perencanaan;

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengawasan

Pasal 13

Untuk m enciptakan pengawasan yang efisiensi dan efektif,
p erlu dilakukan perencanaan pengawasan yang terdiri dari :
a. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);



b. penyusunan rencana pembiayaan tim pengawasan;
c. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan;
d. menyiapksn data pendukung kegiatan.

Pasal 14

(I) penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakulnm
oleh Sekretaris bersama Inspektur Pembantu dan Auditor
Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
senior pada setiap awal tahun anggaran.

(2) PKPT di susun segera seta!ah menerima pe tunjuk
operasionsl kegiatsn yang t e lah di tandatangani o l eh
Inspektur.

(3) Petunjuk operasional kegiatan memuat rincian anggsran
untuk setiap kegiatan yang berasal dari usulsn Rencana
Kerja Tahunan (RK T).

(4) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun didasarkan
pada evaluasi ates pelaksanaan ke(patan tahunan yang di
dalamnya terdapat rencana pengawasan.

Passl 15

Pembiayaan tim sebagaimana yang dimaksud deism Pasal
13 huruf b d ibebankan pada Dokumen Penguna Anggaran
(DPA) Inspektorat tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(I) Surat Perintah T ugas sebagaimana d imaksud d eism
Passl 13 Huruf c merupakan perintah penugasan kepada
seorang auditor atau t im auditor un tuk melaksanakan
p engawasan se sua i de ngan jangka wak t u yan g
ditetapkan.

(2) Inspektur men erbitkan Su r a t Pe r intah Tug as
pelaksanaan kegiatan berdasarkan PKPI' yang telah d i
sahkan.

Pasal 17

(I) Data pendukung kegiatsn sebagaimana dimaksud deism
Pasal 13 huruf d dapat diperoleh dalam dokumen tetap
dari basil kegiatan pengawassn sebelumnya.

(2) Data pendukung kegiatan digunakan untuk menentukan
ketepatan waktu pelaksanaan jadwal kegiatan.

(3) Data pendukung ke(datan sebagaimana dimaksud ayat
(2) berupa:
a. peraturan perundang-undangan;
b. r encana kegiatan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
c. D okumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
d. r encana umum pengadaan;
e. srsip data komputer;
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f. I aporan keuangan;
g. Iaporan kegiatan;
h. pertanggung j a waban ke uangan sepert i Su r at

Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), defter honorarium, defter t ransport,
dan perjalanan dinas;

i. s u rat perintah tugas;
j. dokumen kegiatan; dan
k. d ata pendukung lainnya yang d isesuaikan dengan

kegiatan pengawasan.

Pasal 18

Tujuan pe laksanaan pe ngawasan de ngan tahapan
sebagaimana dimaksud deism Pasal 12 adalah untuk:
a. Evaluasi kegiatan tahunan dilaksanakan dengan tujuan

menilai dan mengukur efektifitas kegiatan yang telah

b. Rencana key'atan tahunan sebagai dasar penyusunan
rencana kerja anggaran Inspektorat Kota Mataram
sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan
oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi.

c. Petunju k ope rasional keg i atan memuat
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu satu (I) tahun.

d . Program ker j a pengawasan tah unan untu k
mensinergikan kegiatan pengawasan, un tu k le b ih
efektif dan e f isiennya p elaksanaan p engawasan agar
tidak t er) adi t umpang t i ndih k egiatan p engawasan.
Program k erj a p engawasan t a hunan y an g d i susun
setidaknya memuat:
1. obyek pengawasan hasil dari analisa berbasis resiko;
2. j adwal pelaksanaan setiap kegiatsn pengawasan;
3. t u juan, sasaran, r uang l ingkup, metodologi setiap

kegiatan pengawasan;
tim pelaksana setiap kegiatan pengawasan;

5. data yang dibutuhksn setiap kegiatan pengawasan.

dilaksanakan.

Ba(pan Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pasal 19

Deism upaya untuk menciptakan pengawasan yang lebih
efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, APIP wajib
m elakukan mekanisme sebagai berikut :
a. Pembicaraan pendahuluan

1. membuat surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan
kegiatan disertai dengan tujuan kegiatan;

2. membentuk t i m pelaksana k egiatan p engawasan
berdasarkan surat t ugas Inspektur Kota Mataram
tentang tim pelaksana kegiatan pengawasan; dan



C.

b.

auditi.

3 . mengundang p erwakilan dar i un i t ke rj a un t uk
menerima i nformasi t entang m aksud dan t u juan
pelaksanaan kegiatan, j angka w aktu p elaksanaan
kegiatan dan permintaan dukungan kesiapan dari
unit kerja.

Survei pendahuluan
1. memperoleh ga mbaran umum aud i t i , se r ta

mengidentifikasi ke lemahan dan ker entanan
operasional y ang m emerlukan p endalaman l ebih
lanjut;

2. pemahaman dan penelaahan tugas pokok dan fungsi
auditi atau kegiatan auditi , proses manajemen yang
mencakup i n put , proses, ou tput dan i n formasi
lainnya tentang auditi; dan

3. I n formasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai
bahan l aporan a udi t m engenai gambaran u m um

Evaluasi Sistern Pengendalian Manajemen
1. pemahaman dan pe ngujian te rhadap sistern

pengendalian manajemen atau sistern pengendalian
intern auditi, untuk menyusun prioritas tujuan audit
dan pengujian substantif, serta menentukan luas dan
jenis pengujian substantif yang diperlukan; dan

2. mempertimbangkan ma terialitas pe rmasalahan,
risiko pengendalian dan menetapkan risiko deteksi.

Pengujian substantif atau audit r inci untuk menentukan
apakah suatu masalah atau penyimpangan benar-benar
terjadi atau tidak.
Exit Briefing, untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti
temuan audi t k inerja dan r ekomendasi berada pada

d.

auditi.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 20
(1) APIP wajib membuat laporan atas hasil hasil pengawasan

yang telah dilakukannya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

s ecara te r tuli s ya n g me muat re komendasi at as
kelemahan-kelemahan pe laksanaan program/keg)stan
yang d i laksanakan o leh o byek y ang d iawasi, y ang
disampaikan kepada Walikota dan p ihak-pihak terkait
paling lambat 5 ( l ima) har i kerja setelah pelaksanaan
berakhir.

(3) Rekomendasi h asi l bas i l p engawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjut i oleh obyek yang
diawasi dan pemantauannya dilakukan oleh APIP.
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Pasal 21

segera.

(1) Laporan hasil pengawasan d i susun dalam 2 ( dua )
bentuk yaitu bentuk bab dan bentuk surat.

(2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) disajikan:
a. Laporan hasil pengawasan bentuk bab untuk

menyampaikan in formasi penting d engan jumlah
materi yang banyak; dan

b. Laporan basil pengawasan bentuk surat untuk materi
yang relatif sedikit atau harus disampaikan dengan

(3) Laporan Hasil Pengawasan baik deism bentuk bab
maupun deism bentuk surat harus memuat:
a. dasar melakukan kegiatan;
b. t u juan atau sasaran, ruang lingkup, dan metodologi

yang digunakan;
c. p ernyataan b ahwa k egiatan d i laksanakan sesuai

dengan stander;
d. k r i teria yang digunakan;
e. pengungkapan atas kelemahan sistern pengendalian

intern; dan
f . b a si l k egiatan b erupa k esimpulan, t emuan, d an

(4) Laporan B asi l Pengawasan h arus m emenuhi s yarat
sebagai berikut:
a. permasalahan dan sebab-sebabnya jelas;
b. i nstansi atau objek yang diawasi jelas;
c. l angkah-langkah y ang t elah da n a kan d i lakuksn

jelas;
d. d ibuat secsra tertulis dengan bahasa yang baik dan

benar serta dengan kalimat yang sederhana, jelas dan
mudah dimengerti;

e. d ibuat tepat peda waktunya;
f. r uang lin~ p dan tujuan pengawasan jelas; dan
g. penyajian informasi berdasarkan fakta atau data yang

akurat dan terpercaya serta memadai.

rekomendasi.

Bag)an Keempat
Sistern Pengendalian dan Kendali Mutu

Pasal 22

(1)Hasil kegiatan Pengawasan harus dapat dipertanggung
jawabkan secara akuntabel.

(2) Akuntabilitas kegiatan pengawasan terjadi jika tujuan dan
sasaran k egiatan p engawasan d apat t ercapai secara
efektif, efsisien dan ekonomis.
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(3) Inspektorat har u s mer ancang se buah sistern
pengendalian in tern yang m emberikan j a minan y ang
memadai bahwa tu juan kegiatan Pengawasan tercapai
secara efektif, efsisien dan ekonomis, sesuai ketentuan
perundang-undR11gan.

(4) Pelaksanaan SPIP di bidan g pen gawasan
diimplementasikan dalam bentuk sistern kendali mutu
pengawasan s esuai ketentuan p eraturan perundang­
und angan.

(5)lnspektorat menjamin bahwa kendali mutu APIP, sesuai
ketentuan perundang-undangan tersebut telah dirancang,
diimplementasikan dan dimonitor, sehingga sistern kendali
m utu pe ngawasan me njad i sua t u proses ya n g
dilaksnanakan ol e h se lu ru h apara t pe ngawasan
Inspektorat secara terus menerus dan menyeluruh serta
berkesinambungan dan menjadi salah satu budaya kerja
organisasi Pengawasan.

Pasal 23

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud deism Pasal 22
ayat (2) antara lain:
a. Tujuan pengawasan yaitu meningkatnya kinerja unit kerja

pada U n i t K erja/SKPD l i ngkup P emerintah D aerah,
tempat dilakukan audit, yang akan meningkatkan kinerja
Pemerintah Daerah secara keseluruhan;

b. Sasaran pengawasan yaitu:
1. meningkatnya pe laksanaan tin dak la n ju t ha s i l

pengawasan baik yang dilakukan oleh Auditor eksternal
(Baden Pemeriksa Keuangan) maupun Auditor internal
(Inspektorat);

2. berkurangnya penyimpangan baik penyimpangan deism
bidang administrasi, sistern dan prosedur, maupun
penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan
negara dan tindak pidana korupsi.

Pasal 24

Ketentuan mengenai surat tugas, kartu penugasan kegiatan
pengawasan dan formulir anggaran, laporan harian, laporan
rekapitulasi , s u ra t pernyataan s ebagaimana d i maksud
deism Pasal 6 , Pasal 10 dan Pass! 13 tercantum dalam
lampiran peraturan Walikota ini.

19



Peratur~ W+4k o t a ix x i x xxulai h e r l ~ pada t ax xggal
61uxxdaxxgk~.

Agar set i a p or a xxg x xxexxgetahuixxya, x xxexxxerixxtahhkaxx
pexx~xlclaxlgaxx Pcraturaxx xxlx dexlgaxx pexlexxlpataxlxxfa claiaxxl
Berxta DaerW Kota Matax~

~ H . A H ~ DUH

SE~ T 8 D~ ~
KOT 7~ M ,

H. . ~ ~ MR S A I D
jB RITA DAE~ H K OTA MA X I M TAK E N 2616 COMDR 10

Sa.line.n serum dengue.xx aslinya.

KEPALA HAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR SH. MH
NIP.197012312002121035



LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 10 Ts nn 2016
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MATARAM

A.SURAT TUGAS

n
P E M E R IN T A H K O T A M A T A R A M

I N S P E K T O R A T
Jaltm dr. R. Soedjono Lin ekar Selatan Telp. (0370) 645092 Mataram

SURAT TUGAS
NOMOR:

Menimbang : a.bahwa .
b.bahwa .

2.
Mengingat : l .

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. .
2.
3.

5..

...(Pengendali Mutu)
.. . . (Pengendsli Teknis)

. (Ketua Tim)
. (Anggota Tim)
. (Anggota Tim)
. (Anggota Tim)

: 1. Melaksanakan tugas kegiatan ......................................;
2. Melaksanakan tugas ini terhitung mulai tanggal ..sampai dengan

........ 20xx selama ... (......) hari kerja;
3. Membuat lap oran tertuli s at ashasil-hasil pelaksanaantugas

kepada Inspektur.
4. Tidak m enerima g ratifikasl k arena u n tu k tu gas i n i s u dah

diberikan b iaya perjalanan d inas dar i APBD Pemerintah Kota
Mataram yang disediakan deism DPA Inspektorat Kota Mataram
TA ..................

Untuk

Mataram, Tsnggal

Inspektur,

Nama
Pangkat
NIP



B. KARIU PENU~ KEGIATAN PENGAWASAN

a. Nomor

Nama kegiatan pengawasan
Identitas obyek pengawasan
a. Nsma obyek pengawasan
b. Alamat dan nomor telepon: .
Rencana pengawassn nomor
Ursisn singkat kegiatrm ~
a. Program pengawasan
b. Sasaran pengawasan
c. Tujusn pengawasan
Laporan dikirim/ditujukan kepada
Sssksam ~
a. Pengendali Mutu
b. Pengendali Teknis
c. Ketua Tim
d. Anggota Tim
e. Anggota Tim
f. Anggota Tim
~ ~ berd ssnkan Surat Togas

b. Tanggal
c. Direncsnakan mulai pads tanggal
d. Direncanskan selessi pads tsnggsl
e. Realisasi tanggal pelsksanaan: mulai dsri .............. s.d ....

Dilakssnaksn Oleh Anggarsn Waktu
a. Pengendsli Mutu ..... hari / jam
b. Pengendali Teknis ..... hari/jam
c. Ketua Tim ... hari/jsm
d. Anggota Tim ..... hari/jam
e. Anggota Tim ..... hari/jam
f. Anggota Tim : . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ..... hari/jam

VIII. A ngyasn wsktu pmdukgTIm psngawssan

Mataram, tanggd bulan 2Qxx
~ Telmis,~ Mutu,

(Noma) (Nsmsj
NIPNIP

Inspektur,

(Noma)
NIP



C. FORMULIR ANGGARAN WAKTU PENGAW A SAN

PGRNIULIR ANGGARAN WAKTU PENGAWARAN

Name Obyett Audit
Ke ' tan.yro diaudit

PERSIAPAN PELllKSANAAN PENYELESAIAN
Pendshuiusn Audit Lan'utan

s/d s/ e/ds/d

No.
Pengendali

Mutu
HP 'am

Pengendali
Teknis
HP 'am

Ketua
Ttnl

HP 'am

Anggota
Ttln

HP 'am

Jumlah
(HP/jam)

Jenis Kegiatan

I I

2 3

PERSIAPAN
Mengumpulkan
bahan/data

Sub Jumlah I
PELAKSANAAN AUDIT
Pendahuluan

Ir.
A.
l .

3.
B.
l .

Audit Laniutan

Sub 'umlah II
PENYELESAIAN
AUDIT
Exit Brefmg

Penyusunan Laporan

III.

I .
2.
B.
l .
2.

Sub Jumlah III
Jumlah H ari/ Jam
alld t t
Yan d ian s r ken

... 20xxMataram, .

Ketua TimPengendali Mutu Pengendali Teknia

Menyetujui :
Inepektur,
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D. LAPORAN HARIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN JAM
PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

LAPORAN HARIAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

Periode: 2 Januari s/d 30 Juni / I J u l i s/d 31 Desember *)
JAM PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

Tabun : . . . ..................,

Hari Kegiatan Jam yang Dipertanggung)awabkan

No.
Urut
Hari
Kerja

Hari/
tan ggal

Nomor
dan

tan ggal
surat
rugas

Vraian Nomor
Rermnsi

Jumlah

Jam Kerja pads
Hari Kerja

Normal
Nomor dan

tangal
Surat

Keteran

ternbur

Jumlah

Jumlah

10

dst
Sub Jumlah Minggu ke

dst
Sub Jumlah Minggu ke

Sub Jumlah Sulan

dst

Jumlah Periods ...

Mataram, ............ 20xx

( Nama Auditor )

*) disesuaikan dengan masa penilaian angka kredit fungsional auditor
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E. LAPORAN REKAPITULASI PERTANGGU NGJAW ABAN PENGG U NAAN JAM
PENUGASAN KEGIATAN PENGAW A SAN

LAPORAN REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
JAM PENUGASAN KEGIATAN PENGAWASAN

A. Data Surat Tugas (ST) / Nota Dines (ND) Penugasan
1. Pejabat Penerbit
2. Nomor ST/ ND
3. Tanggal
4. Uraian Kegiatan

B. Data Dokumen Hasil
1. Pejabat Penerbit
2. Nomor Laporan
3. Tanggal Laporan
4. Uraian

Perten 'awaban Jam Ke 'a
Nama Auditor Jabatan PeranNo.

Lembur Jumlah

Jumlah

Matarsm,

Inspektur,



F. SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN / PENGORGANISASIAN DAN
PENGENDALIAN / PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGAWASAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN / PENGORGANISASIAN DAN
PENGENDALIAN / PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang

Unit Kerja

Menyatakan bahwa
Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Berdasarkan Surat Tugas Nomor .... tanggal .... , telah melakukan kegiatsn
pelaksanasn / pengorganisasian dan pengendalian / perencanaan dan evaluasi *)
p engawasan sebagai berikut :

Jabatan

Ursisn Ke 'atsn

Kode

Mulai
tan ggsl

s/d
tsn al

Jam
Rencsna

Jam
Realisasi

Satusn
Angka
Kredit

Jumlah
Angks
Kredit

KetersnganKegistsn

Jumlah

mestinya.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Mataram, .............................. 20xx
Inspektur,

Nama
NIP

*) coret yag tidak perlu (sesuatksn dengan kegiatan
yang dilaksanakan)



G. SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDITOR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEM B ANGAN PROFESI AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa
Name
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengawasan sebagal
b erikut :

Nama

Ursian Ke ' t an

No Kode

Nomor
dart

Tang gal
Surat
Tu as

Tang gal
Satuan
Angka
Kredit

Jumlah
Jam

Jumlsh
Angka
Kredit

K ate rsnganKegiatan

Jumlah

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mataram,

Inspektur,

Nama
NIP
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H. SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS AUDITOR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bshwa
Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang

Unit Kerja

T elah melakukan kegiatan penunjang tugas auditor sebagai berikut :

Jabatan

Uraian Ke 'atan

No Kode

Nomor
dsn

Tang gal
Surat
Tu s

Satuan
Angka
Kr edit

Jumlsh
Jsm

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan
Kegiatsn

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.. 20xxMataram, ....
Inspektur,

Noma
NIP

WALIKOTA MATARAM, ~

IgLH. AHY DUH
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